
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.43, 2017 KEMEN-DPDTT. PPNPN. Tata Cara. 

 
PERATURAN MENTERI DESA,  PEMBANGUNAN DAERAH  TERTINGGAL,  DAN 

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 29 TAHUN 2016 

TENTANG 

TATA CARA MEMPEKERJAKAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI 

NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI  DESA,  PEMBANGUNAN  DAERAH  TERTINGGAL,  DAN 

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Kementerian Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi merupakan integrasi dari 

fungsi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 

sebagian fungsi dari Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, dan sebagian fungsi dari Kementerian 

Dalam Negeri dihadapkan kepada masalah mendesak 

akibat tidak sebandingnya jumlah Pegawai Negeri dengan 

tuntutan tugas kementerian; 

b. bahwa untuk mengatasi masalah mendesak akibat tidak 

sebandingnya jumlah Pegawai Negeri dengan tuntutan 

tugas tersebut perlu mempekerjakan tenaga Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara 

Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 
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di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

5655); 

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 13); 

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 

Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum 

Pegawai negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 296); 
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8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

463); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Penanganan Benturan Kepentingan di 

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal,  dan Transmigrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1431); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1432); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1433); 

 

                  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA 

MEMPEKERJAKAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI 

NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, 

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang 

selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, 

pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang 

dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. 

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

3. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini kementerian 

yang melaksanakan kegiatan kementerian dan memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 

4. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang 

melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/ Kuasa 

Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/ 

atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

5. Kementerian adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pembangunan desa dan kawasan perdesaan, 

pemberdayaan masyarakat desa, percepatan 

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pembangunan desa dan 

kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, 

percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan 

transmigrasi.  
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan 

dalam proses mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non 

Pegawai Negeri di lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: 

a. menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan 

pemerintahan; 

b. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya 

manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

c. meningkatkan kinerja dan disiplin dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi; dan 

d. meningkatkan etos kerja dan kualitas kerja sesuai 

dengan visi/misi dan nilai-nilai kementerian. 

 

BAB III 

FUNGSI, BIDANG PEKERJAAN, TUGAS, DAN KEDUDUKAN 

 

Bagian Kesatu 

Fungsi 

 

Pasal 3 

(1) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dapat 

berfungsi sebagai: 

a. Tenaga Ahli; 

b. Asisten Tenaga Ahli; dan 

c. Tenaga Penunjang. 

(2) Jenjang fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

butir a terdiri dari: 

a. Utama;  

b. Madya; dan  

c. Muda. 
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